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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui apakah prosedur dan pelaksanaan 
audit operasional pada proses pengajuan kredit di Bank Tabungan Negara telah sesuai dengan 
standar operasional perusahaan dan peraturan serta untuk (2) mengetahui masalah yang terjadi pada 
audit operasional di Bank Tabungan Negara dalam menghadapi resiko yang ada. Dalam penelitian 
ini data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan bagian kredit dan 
bagian lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan prosedur dan 
pelaksanaan audit operasional pada proses pengajuan kredit di Bank Tabungan Negara telah sesuai 
dengan standar operasional perusahaan dan sesuai pada peraturan. Adapun yang harus diperbaiki 
adalah pada bagian perencanaan serta sumber daya manusia pada bagian credit control dan pada 
tahap pelaporan atas penagihan piutang dalam pengajuan kredit agar berjalan dengan efektif. 
 
Kata kunci : Audit operasional, Pengajuan kredit, KPR. 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to (1) how to know determine of procedur an operational audit for 
credit application procces at the state savings bank are in accordance with company operational 
standards and regulation and for (2) know the problems that occur in operational audit in the state 
savings bank in the face of the risks that exist. In this study the data used are primary data in the 
form of interview with the credit department and other related parts. The results of the study show 
that the implementation of procedures and implementation of operational audit in the credit 
application process at the state savings bank are in accordance with the company’s operational 
standards and in accordance with regulations. As for what must be repaired is in the planning and 
human resources section in the credit control section and at the stage of reporting the collection of 
accounts receivable in applying for credit to be effective. 
 
Keyword :Operational audit, Credit application, House ownership credit. 
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1. PENDAHULUAN 
 
LatarBelakang 
Pada masa sekarang umumnya seluruh masyarakat membutuhkan tempat 
tinggal yaitu rumah dan menjadikan kebutuhan utama bagi setiap penduduk, hal ini 
disebabkan karena bertambahnya manusia yang semakin banyak tetapi tidak adanya 
dukungan lahan perumahan yang memadai, perlunya kebutuhan perumahan ini 
sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal diperkotaan karena setiap tahun 
tingkat pertumbuhan penduduk meningkat. 
Oleh sebab inilah peran pemerintah sangatlah diperlukan jika melihat kondisi 
seperti ini supaya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin 
memiliki rumah serta fasilitas standar dengan kehidupan yang sehat, dengan hal ini 
pemerintahpun bekerja sama dengan bank milik negara atau bank swasta untuk 
pemenuhan kepemilikan rumah, pendapatan terbesar dari bank yang nantinya 
mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dan pengelolaan kredit. 
Awal mulanya adanya kredit disebabkan oleh bedannya pendapatan dan 
pengeluaran diantara masing-masing masyarakat dapat dibagi menjadi 3 golongan : 
1. Pendapatan lebih besar dari pengeluarannya 2. Pendapatan sama besar dengan 
pengeluarannya 3. Pendapatan lebih kecil dari pengeluarannya, maka dilihat dari dari 
ketiga golongan tersebut yang menjadi persoalan ialah golongan ke 3 dimana adanya 
defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan satu-satunya adalah dengan menutup 
defisit tadi dengan mengajukan pinjaman yang dananya bersumber dari golongan 1. 
Kebutuhan tempat tinggal sangatlah penting bagi setiap orang seperti contoh 
pada kota pangkalpinang yang memiliki jumlah penduduk 200.326 jiwa dan berbagai 
macam mayoritas, banyaknya sumber daya alam dan menjadikannya sebagai kota 
pariwisata yang menjadi alasan orang untuk mencari kerja atau merantau di kota 
pangkalpinang ini, keperluan akan tempat tinggal menjadi faktor utama sebagai kota 
yang rata-rata masyarakatnya adalah pekerja, namun kehidupan pekerja hanyalah 
mengandalkan gaji bulanan dan dari pada mereka menyewa tempat tinggal yang 
sama besarnya seperti membeli rumah, banyaknya penduduk yang lebih memilih 
untuk mengambil KPR, dengan semakin meningkatnya jumlah pengambilan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) maka akan berkemungkinan terjadinya resiko salah satu 
kesalahan yang dapat terjadi adalah kredit macet akibatnya kredit tidak dapat ditagih 
sehingga akan terjadinya kerugian,  
Seperti yang terjadi pada Bank BTN KC Pangkalpinang setiap tahun 
pengambilan Kredit Pemilikan Rumah meningkat dan masih adanya masalah kredit 
macet pada KPR, yang terdapat dari hasil wawancara pada karyawan perusahaan 
adanya debitur yang tidak membayar angsuran KPR disinilah penulis ingin melihat 
bagaimana audit operasional yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan proses 
pengajuan KPR yang telah dilakukan, agar dapat mengetahui bagaimana perusahaan 
bisa menghadapi kredit macet yang telah terjadi dan melihat apakah audit 
operasional dalam melakukan proses pengajuan ada yang tidak sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan agar dapat diberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perusahaan serta memperkecil tingkat 
kredit macet yang adi Bank Tabungan Negara KC Pangkalpinang. 
Oleh sebab inilah yang menjadikan penulis ingin meneliti sejauh mana 
pelaksanaan audit operasional yang telah diterapkan oleh lembaga yang dipilih oleh 
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penulis dalam pengajuan KPR, objek yang ingin diteliti adalah debitur yang 
mengajukan KPR ke Bank BTN KC Pangkalpinang berdasarkan latar belakang 
tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Audit 
operasional pengajuan kredit kepemilkan rumah (KPR) pada Bank Tabungan 
Negara KC Pangkalpinang”. 
 
RumusanMasalah 
1. Apakah prosedur pengajuan kredit KPR di Bank BTN KC Pangkal Pinang telah 
sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan? 
2. Bagaimana audit operasional dapat menurunkan resiko kredit macet Bank BTN 
KC Pangkal Pinang? 
 
TujuanPenelitian 
1. Untuk mengetahui apakah prosedur dan proses pengajuan KPR Bank BTN KC 
Pangkalpinang sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta efektivitas, 
efisiensi dan ekonomis operasional bank dan sesuai dengan SOP perusahaan. 
2. Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada audit operasional Bank BTN KC 
Pangkalpinang dalam mengahadapi resiko yang ada. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Auditing 
Pengertian auditing menurut Sukrisno (2004), merupakan suatu pemeriksaan 
yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap 
laporan yang telah disusun beserta catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya 
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 
tersebut. 
 
Audit Operasional 
Menurut Bhayangkara IBL (2011 : 2), Audit operasional adalah pengevaluasian 
terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, lebih berorientasi kemasa 
depan, artinya hasil dari penilaian berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan 
dapat membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan 
yang ditetapkan oleh badan usaha. 
 
Bank 
Menurut Kasmir  (2008), Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 
kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 
 
Kredit 
Menurut Firdaus, Ariyanti ( 2009: 91-133), tahapan pemberian kredit yaitu 
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persiapan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan 
administrasi kredit, supervise kredit & pembinaan debitur. 
 
Aspek-aspek Pengendalian Manajemen Kredit 
Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas 
pengendalian kredit yang dilakukan, harus lebih fokus terhadap aspek penting yang 
mendukung kelancaran proses pengendalian 
1. Melakukan analisis pelaksanaan sistem pemberian kredit konsumtif pada Bank 
BTN KC Pangkalpinang. 
2. Melakukan analisis pengendalian manajemen kredit yang diterapkan mulai dari 
prosedur permohonan kredit, analisis kredit, pencairan/penarikan kredit, 
pemantauan/monitoring kredit dengan menggunakan teori pengendalian 
manajemen kredit yang meliputi aspek-aspek pengendalian kredit. 
 
KPR 
Kredit pemilikan rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh 
perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki 
rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR yaitu KPR Subsidi dan KPR 
Non Subsidi. 
 
KERANGKA PEMIKIRAN 
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3. METODE PENELITIAN 
 
        Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
audit operasional pemberian kredit kepemilikan rumah metode ini digunakan untuk 
memaparkan apakah kegiatan yang dilakukan perusahaan telah berjalan efektif, 
efisien dan ekonomis. 
 
 Objek/Subjek Penelitian 
Objek Penelitian yang diteliti disini adalah mencakup mengenai pemberian 
kredit kepada para nasabah dalam hal ini pemberian kredit kepemilikan rumah yang 
dilakukan dan subjek Penelitian adalah Bank BTN KC Pangkalpinang yang terletak 
di JL.Perniagaan, komplek Bangka Trade Center, Lantai Dasar, Blok A.No.101, Ps. 
Padi, Kec. Grimaya, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684.  
 
Jenis Data 
Data primer dalam penelitian ini yaitu catatan hasil wawancara peneliti dengan 
karyawan Bank BTN KC Pangkalpinang. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu 
berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan dan data kelengkapan 
lainnya. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data 
dengan mengajukan pertanyaan mengenai audit operasional pemberian kredit 
kepemilkan rumah yang dilakukan Bank BTN KC Pangkalpinang. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. 
Digunakan peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data yang 
diperoleh melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan sehubungan dengan 
masalah yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan 
kebenarannya, dengan cara membandingkan SOP yang telah ditetapkan dengan 
praktik yang dilakukan oleh perusahaan. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Data 
Pelaksanaan prosedur Pengajuan KPR di Bank Tabungan Negara. 
Pada kegiatan ini prosedur pelaksanaan pengajuan KPR di Bank Tabungan 
Negara dilakukan untuk mendeteksi berbagai kemungkinan penyimpanan atau 
kelemahan yang mungkin akan ditemukan. Kegiatan yang dilihat adalah tahap 
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permohonan, tahap analisis kelayakan kredit, tahap pemeringkatan kredit, tahap 
keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap realisasi kredit, tahap pembukuan, 
tahap dokumentasi kredit. 
a. Tahap Permohonan 
Pada tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap 
pejabat kredit dalam hal meneriman suatu permohonan kredit adalah: 
1. Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan langsung oleh calon nasabah, 
tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker. 
2. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya 
mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan 
maksud permohonan. 
3. Surat permohonan kredit sebelum dianalisis telah mendapatkan 
petunjuk/pengarahan terlebih dahulu oleh pimpinan Divisi Administrasi 
Kredit. 
4. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku regristasi dan diberikan 
nomor register, untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut. 
5. Bank memeriksa legalitas permohonan kredit, baik dari subjek hukum. Izin 
usahanya, dan status apakah termasuk daftar hitam Bank Indonesia Daftar 
Kredit Macet di Indonesia. 
b. Tahap Analisis Kelayakan Kredit 
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam analisis 
kelayakan kredit adalah: 
1. Inspeksi on the spot dilaksanakan untuk permohonan kredit yang 
bersangkutan. 
2. Meneliti dan menilai tentang kebutuhan modal, penyediaan dana sendiri oleh 
debitur, rencana penarikan kredit, jadwal angsuran, dan penghitungan 
kelayakan usaha. 
3. Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan diserahkan kepada Divisi 
Legalisasi dan Realisasi. 
4. Hasil analisis merupakan dasar pemutusan pemberian kredit oleh Divisi 
Legalisasi dan Realisasi. 
c. Tahap Pemeringkatan Kredit 
Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan maka dilakukan pemeringkatan 
kredit, pada tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam 
pemeringkatan kredit adalah: 
1. Melakukan pemeringkatan kredit dengan berpedoman pada  keputusan direksi 
tentang pedoman pelaksanaan manajemen risiko kredit. 
2. Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan masalah yang nantinya akan 
menimbulkan risiko kredit. 
d. Tahap Keputusan Kredit 
Berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya, hal-hal yang dilaksanakan dalam tahap 
keputusan kredit adalah: 
1. Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar ketentuan kelayakan kredit 
7 
 
yang berlaku. 
2. Pemutusan pemberian plafond pernasabah sesuai dengan ketentuan kelayakan 
kredit yang berlaku untuk tiap jenis kredit. 
3. Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat-syarat kredit. 
4. Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur secara 
tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana. 
e. Tahap Perjanjian Kredit 
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam tahap 
perjanjian kredit adalah: 
1. Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian tuntutannya, 
dilaksanakan setelah debitur menandatangani Surat Persetujuan Pemberian 
Kredit (SPPK). 
2. Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan materai diserahkan 
kembali ke pihak Bank. 
3. Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan hukum yang cukup 
kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Nominal Akta. 
4. Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap dua, dengan penggunaan 
satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk debitur. 
f. Tahap Realisasi Kredit 
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam tahap 
realisasi kredit adalah: 
1. Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah debitur menandatangani Surat 
Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diatas materai. 
2. Debitur menandatangani perjanjian kredit berikut tuntutannya dan melengkapi 
dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Bank. 
3. Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya provinsi, 
biaya supervisi, premi asuransi, biaya administrasi dan biaya lainnya 
dilaksanakan pada saat realisasi kredit. 
g. Tahap Pembukuan 
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam tahap 
pembukuan adalah: 
1. Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian kredit dilaksanakan sesuai 
pedoman sandi pembukuan intern bank. 
2. Segala transaksi harus dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit, penerimaan 
provinsi, biaya supervisi, penerimaan biaya administrasi kredit, penerimaan 
bunga, penerimaan denda, penerimaan angsuran pokok. 
h. Dokumentasi Kredit 
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam tahap 
realisasi kredit adalah: 
1. Administrasi kredit mendokumentasikan perjanjian kredit, dokumen yang 
berkaitan dengan realisasi kredit, dokumen yang terkait dalam legalisasi dan 
realisasi kredit, supervisi kredit dan pelaporan kredit. 
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2. Map-map kredit disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk 
diambil dan dikembalikan. 
3. Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, apakah sudah disampaikan 
kepada administrasi kredit. 
i. Supervisi dan Pelaporan 
1. Supervisi 
a. Supervisi aktif 
Supervisi dilaksanakan langsung ke lapangan atau ketempat/lokasi objek 
pembiayaan. Minimal supervisi aktif dilaksanakan pada awal setelah 
kredit direalisir. 
b. Supervisi pasif 
Pengawasan pasif dilaksanakan melalui evaluasi laporan rutin. 
2. Pelaporan  
Untuk kepentingan pengawasan kredit, kantor cabang membuat laporan antara 
lain laporan kunjungan di awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin. 
Laporan pengawasan di file dalam arsip kredit debitur. 
 
Pelaksanaan Audit Operasional pada Proses Pengajuan KPR di Bank 
Tabungan Negara yang berpedoman pada peraturan. 
Auditor Internal sebagai pelaksana audit operasional pada Bank Tabungan 
Negara membantu pihak manajemen dalam usaha mencapai efektivitas, efisien dan 
ekonomis kegiatan operasional. Kegiatan yang dilakukan auditor internal pada tahap 
persiapan audit adalah pendekatan auditor intern, penetapan penugasan dengan 
dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu 
yang diperlakukan serta tujuan audit, kemudian dilakukan pemberitahuan audit dan 
penelitian pendahuluan. 
a. Persiapan Audit 
1. Pendekatan Auditor Intern 
2. Penetapan Penugasan 
3. Pemberitahuan Audit 
4. Penelitian Pendahuluan 
b. Penyusunan Program Audit 
1. Menyatakan tujuan audit 
2. Menetapkan pengujian yang diperhatikan guna mencapai tujuan audit 
3. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan 
4. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji 
c. Pelaksanaan Penugasan Audit 
1. Proses Audit 
a. Melakukan pemeriksaan pengendalian 
b. Pengumpulan bukti audit 
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c. Evaluasi hasil audit 
d. Pelaporan Hasil Audit 
1. Pembuatan laporan yang memenuhi standar pelaporan 
2. Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas 
3. Proses penyampaian laporan 
4. Penyampaian laporan 
e. Tindak Lanjut Hasil Audit 
1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 
2. Analisis kecukupan tindak lanjut 
3. Pelaporan tindak lanjut 
 
Pembahasan 
1. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberian kredit sudah sesuai 
dengan ketentuan awal yang telah dibuat oleh Bank Tabungan Negara. Dapat 
dilihat pada hasil analisis bahwa Bank Tabungan Negara sudah menjalankan 
setiap tahapan pemberian kredit secara sistematis sesuai dengan ketentuan. 
Dan audit operasioan lyang dijalankan oleh Bank Tabungan Negara sesuai 
dengan peraturan. Dapat dilihat juga pada hasil analisis bahwa Bank 
Tabungan Negara sudah menjalankan setiap tahapan audit operasional 
menurut dengan peraturan. 
2.  Penulis setelah melaksanakan wawancara dan survei perusahaan, adapun 
temuan pemeriksaan yang didapat pada perusahaan sebagai berikut: 
     1. Target serta realisasi yang tidak tercapai 
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bagian credit control 
3. Perusahaan tidak menilai secara rutin usaha debitur (wiraswasta) 
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         Kertas Kerja Pemeriksaan Bank Tabungan Negara KC Pangkalpinang 
No Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 
1 Memperbarui 
strategi pemasaran 
yang baru agar 
tepat sasaran. 
Hal ini disebabkan 
karena perusahaan 
ingin meningkatkan 
target yang baru 
tetapi 
menggunakan cara 
yang lama namun 
mengharapkan hasil 
yang berbeda. 
Keuntungan atau 
laba yang 
diharapkan tidak 
sesuai target yang 
telah 
diperhitungkan 
atau ditargetkan. 
Perusahaan 
membuat atau 
memperbarui 
strategi yang 
lebih baik dari 
sebelumnya 
supaya target dan 
realisasi yang 
telah ditetapkan 
dapat tercapai. 
2 Memiliki Sumber 
Daya Manusia 
bagian credit 
control yang sesuai 
dengan Standar 
Operasional 
Perusahaan. 
Hal ini disebabkan 
karena perusahaan 
tidak memberikan 
kesempatan pada 
calon pegawai yang 
baru untuk 
melakukan 
pelatihan, yang 
diinginkan oleh 
perusahaan. 
Tidak bisa 
mengontrol 
piutang 
perusahaan secara 
efektif dan 
efisien. 
Perusahaan 
melakukan atau 
memberikan 
pelatihan pada 
pegawai baru 
supaya pegawai 
tersebut dapat 
bekerja dengan 
sesuai Standar 
Operasional 
Perusahaan di 
bagian credit 
control. 
3 Perusahaan selalu 
melakukan 
penilaian rutin 
terhadap usaha 
debitur yang telah 
melakukan kredit. 
Perusahaan 
kurangnya dalam 
ketenagaan kerja 
sehingga 
perusahaan tidak 
rutin melakukan 
penilaian usaha 
debitur. 
Menambah resiko 
kredit macet yang 
nantinya akan 
merugikan 
perusahaan. 
Setiap debitur 
yang memiliki 
usaha harus di 
nilai atau dilihat 
secara rutin 
apakah usaha 
yang dibuat oleh 
debitur mampu 
untuk melunasi 
kredit dalam 
jangka panjang. 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data,2018 
 
5. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai audit 
operasional pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat disimpulkan bahwa:  
1. Kegiatan perkreditan Bank Tabungan Negara sudah baik, karena pelaksanaanya 
tetap terjaga sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang telah dibuat dan 
audit operasional atas kegiatan perkreditan pada Bank Tabungan Negara sudah 
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sesuai dengan peraturan dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses 
yang sistematis yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 
Bank (SPFAIB). 
2. Pada bagian perencanaan belum berjalan secara efektif di Bank Tabungan Negara 
KC Pangkal Pinang masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Serta pada 
Pemeriksaan operasional atas Sumber Daya Manusia pada bagian credt control 
belum berjalan secara efektif dan pada tahap pelaporan atas penagihan piutang 
belum berjalan secara efektif di Bank Tabungan Negara KC Pangkalpinag karena 
masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki pada bagian-bagian tersebut. 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti terhadap Bank BTN KC 
Pangkalpinang adalah : 
1. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara sudah 
cukup baik, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi lebih baik 
apabila adanya pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan analisis kredit, dan 
pemantauan dalam proses pemberian kredit harus dilakukan secara rutin. 
2. Perusahaan menjalankan rekomendasi yang telah diberikan untuk mengatasi 
kelemahan pada bagian perencanaan serta pada pemeriksaan operasional atas 
Sumber Daya Manusia pada bagian credit control dan pada tahap pelaporan atas 
penagihan piutan di Bank Tabungan Negara KC Pangkalpinang. 
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